
 

e-ISSN 2798-8260  
 

 

 

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 2, 2025, Page: 1-11 

 

 

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso 

Analisis Prosedur dan Mekanisme Pembentukan Peraturan 

Daerah (PERDA) di DPRD Medan 

Yatmi Rosalin Samosir*, Haposan Siallagan 

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan 

 
Abstrak: Studi ini menganalisis secara mendetail proses dan cara pembentukan 

Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Medan, yang merupakan alat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan 

pengelolaan kepentingan masyarakat setempat. Proses pembentukan Perda di 

DPRD Medan melalui langkah-langkah sistematis yang dimulai dari 

perencanaan, penyusunan draf, diskusi dengan kepala daerah, pengesahan, 

sampai dengan pengundangan. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa 

Perda yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan prinsip demokrasi dan norma 

hukum nasional, tetapi juga relevan dan responsif terhadap kebutuhan serta 

dinamika perkembangan daerah. Penelitian ini menerapkan metode yuridis 

normatif dengan pendekatan studi pustaka yang menitikberatkan pada analisis 

peraturan hukum dan norma yang ada, menawarkan pemahaman filosofis 

mengenai tujuan serta nilai yang terkand09ung dalam peraturan tersebut. 

Penelitian ini menyarankan agar mekanisme penyusunan Propemperda 

diperkuat dengan landasan kajian akademik yang lebih solid serta peningkatan 

transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Di samping itu, 

pelaksanaan Perda terutama dalam konteks tata ruang perlu dilakukan secara 

konsisten untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam pembangunan daerah 

yang berkualitas dan inklusif. Jadi, proses penyusunan Perda di DPRD Medan 

tidak hanya memenuhi syarat formal hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat 

strategis dalam mendukung pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Kata kunci: Peraturan Daerah, DPRD Kota Medan, Pogram Pembentukan 

Daerah 

Pendahuluan 

Peraturan Daerah (Perda) mempunyai peranan penting sebagai landasan hukum 

dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur kepentingan masyarakat setempat. Di 

Kota Medan, DPRD memegang peranan sentral dalam merancang Perda. Sebagai 

representasi warga, DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk menyusun peraturan 

daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Proses pembentukan Perda dijalankan secara sistematis meliputi tahap 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penerbitan. Sistem ini bertujuan 

memastikan produk hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip demokrasi nasional 

dan kebutuhan serta dinamika daerah. 

Secara umum, pembuatan peraturan hukum diatur oleh UU No 12 Tahun 2011, yang 

mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. 

Di tingkat daerah, panduan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan revisinya di 
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Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menekankan pentingnya standar prosedur agar 

produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap 

menjaga kepentingan umum. 

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing wilayah. Sistem 

pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 menekankan pembagian tugas 

yang adil, demokratis, dan memperhatikan kekhasan daerah. Oleh karena itu, Perda bukan 

sekedar dokumen semata tetapi merupakan landasan hukum yang kokoh dalam mengatur 

otonomi daerah. 

Jika Perda disusun secara jelas, konsisten, dan ditegakkan tanpa diskriminasi, maka 

semua pihak mulai dari pengusaha kecil hingga perusahaan besar akan mendapat 

perlindungan hukum yang adil. Kepastian hukum ini memberikan dua manfaat penting: 

• Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga mereka merasa 

haknya dihormati dan lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan. 

• Menciptakan situasi usaha yang stabil karena pelaku bisnis memerlukan aturan yang 

pasti, bukan perubahan kebijakan yang tiba-tiba. 

Rumusan masalah : 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan DPRD Medan dalam mengatasi kendala dan 

hambatan selama proses pembentukan peraturan daerah (Perda) 

2. Bagaimana dampak pembentukan Perda terhadap pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat di Medan 

Penelitian ini memiliki fokus utama untuk mengurai dan menganalisis secara rinci 

prosedur serta mekanisme pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang diterapkan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Perda dipandang sebagai 

instrumen penting dalam mewujudkan otonomi daerah dan mengelola kepentingan 

masyarakat setempat. Proses yang diamati meliputi tahapan sistematis mulai dari 

perencanaan, penyusunan draf, diskusi dengan kepala daerah, hingga pengesahan dan 

pengundangan. Tujuannya adalah memastikan Perda yang dihasilkan tidak hanya 

mematuhi prinsip demokrasi dan hukum nasional, tetapi juga relevan dan tanggap 

terhadap kebutuhan serta dinamika perkembangan daerah. Dengan menerapkan metode 

yuridis normatif, penelitian ini mendalami analisis terhadap aturan dan norma hukum 

yang berlaku, sekaligus menawarkan pemahaman filosofis mengenai tujuan dan nilai yang 

terkandung dalam regulasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

mengidentifikasi cara kerja pembentukan Perda sebagai alat strategis untuk mendukung 

tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan pembangunan berkelanjutan 
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Metodologi 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis 

normatif. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada studi 

kepustakaan atau kajian literatur, dengan memfokuskan pada analisis aturan hukum, 

perundang-undangan, serta norma-norma yang relevan dengan topik yang diteliti. 

Pendekatan ini bersifat filosofis karena tidak hanya menggalisis aturan hukum secara 

tekstual, melainkan juga menelaah makna, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. 

Tujuan utama dari penggunaan metode yuridis normatif ini adalah untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam terkait ketentuan hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang dikaji. Dengan cara menganalisis berbagai sumber hukum 

secara sistematis, penelitian ini akan mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan 

aturan yang ada serta melihat bagaimana penerapan aturan tersebut dalam konteks 

masalah yang dihadapi. 

Selain itu, hasil dari penelitian ini tidak hanya berhenti pada penjelasan tentang 

aturan-aturan yang ada, tetapi juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau usulan 

aturan baru. Aturan baru ini diharapkan dapat menjadi solusi atau alternatif untuk 

mengatasi permasalahan negatif yang ditemukan selama proses penelitian. Dengan 

demikian, metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk berkontribusi dalam 

pengembangan dan penyempurnaan sistem hukum yang lebih efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

Secara keseluruhan, metode ini sangat tepat diterapkan karena fokusnya pada kajian 

hukum secara teoritis dan normatif, sehingga sesuai untuk penelitian yang bertujuan untuk 

memahami serta memperbaiki regulasi hukum yang ada demi mencapai keadilan dan 

ketertiban hukum yang lebih baik 

Dalam penelitian hukum dengan metode yuridis normatif, sumber hukum yang 

digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 

1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, serta 

peraturan daerah. Selain itu, putusan pengadilan dan perjanjian internasional yang telah 

diratifikasi juga termasuk dalam bahan hukum primer karena dapat menunjukkan 

penerapan hukum dalam praktik. 

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu menjelaskan dan memahami 

bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal 

penelitian, pendapat para ahli, serta hasil kajian akademik lainnya yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat melihat bagaimana suatu 

aturan diterapkan, diinterpretasikan, dan dikritisi oleh para pakar hukum. 

Dalam menganalisis permasalahan hukum, penelitian yuridis normatif dapat 

menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

menelaah isi dan hubungan antaraturan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk 

memahami makna istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam suatu peraturan. 

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan, 
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sedangkan pendekatan historis melihat latar belakang pembentukan suatu aturan. Selain 

itu, pendekatan perbandingan dapat digunakan untuk membandingkan peraturan di 

Indonesia dengan negara lain. 

Dengan menggabungkan berbagai bahan hukum dan pendekatan tersebut, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai ketentuan hukum yang 

berlaku serta memberikan masukan atau saran dalam upaya perbaikan dan pengembangan 

hukum di masa mendatang. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Bagaimana upaya yang dilakukan DPRD Medan dalam mengatasi kendala dan 

hambatan selama proses pembentukan peraturan daerah (Perda) 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengatasi berbagai kendala 

dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) melalui beberapa tahapan yang sistematis 

dan terstruktur. Tahapan pertama adalah perencanaan yang diwujudkan dalam 

penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai acuan 

penyusunan rancangan peraturan. Selanjutnya, rancangan Perda disusun dan dikaji oleh 

komite Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk memastikan 

rancangan tersebut matang dan sesuai dengan kebutuhan daerah (Pasaribu, 2022). 

Setelah itu, tahap pembahasan dan fasilitasi dilakukan bersama dengan pihak 

eksekutif, khususnya Walikota Medan, guna menjalin kesepahaman dan memastikan 

harmonisasi antara legislatif dan eksekutif dalam setiap rancangan Perda. Upaya 

koordinasi ini sangat penting agar Perda yang dihasilkan dapat diterima kedua belah pihak 

dan sesuai dengan aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan daerah.  

Dengan menjalankan proses tersebut secara tertib dan berkelanjutan, DPRD Kota 

Medan berupaya menghasilkan rancangan Perda yang berkualitas, dapat dibahas secara 

efektif, dan pada akhirnya disahkan menjadi Perda yang sah dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Melalui mekanisme ini, proses pembentukan Perda tidak hanya efektif secara 

prosedural, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi antara DPRD 

dan pemerintah daerah. 

Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan kewenangan pemerintah daerah 

untuk menerapkan otonomi dan tugas pembantuan, serta menyesuaikan aturan dengan 

keadaan spesifik daerah. Perda berperan sebagai alat transformasi sosial dan demokrasi, 

serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pembangunan yang 

berkelanjutan. Untuk itu, pembentukan perda harus dilakukan secara terencana dan 

berlandaskan prinsip-prinsip yang jelas agar hasilnya efektif dan tepat guna. 

Perencanaan adalah tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan pembentukan 

perda. Tahapan ini mencakup kajian mendalam terhadap kebutuhan dan urgensi perda, 

yang dituangkan dalam penjelasan atau naskah akademik. Perencanaan yang matang 

memastikan perda yang dihasilkan relevan, terarah, dan sesuai dengan prioritas 

pembangunan daerah yang untuk selanjutnya dimuat dalam Program Legislasi Daerah/ 

Program Pembentukan Peraturan Daerah (lihat ketentuan Pasal 403 UU Nomor 23 Tahun 

2014), merupakan tahap penting yang mengatur arah dan prioritas dalam pembuatan 
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peraturan daerah. Meskipun mekanisme dan tahapan penyusunannya telah ditegaskan 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pengalaman di lapangan menunjukkan 

bahwa pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan masalah sering 

muncul dalam proses penyusunan program ini, yang pada akhirnya berdampak pada 

kualitas dan efektivitas peraturan daerah yang dihasilkan (Republik Indonesia, 2014). 

Permasalahan utama yang muncul antara lain adalah kurangnya dasar kajian yang 

mendalam sebelum penyusunan program dilakukan. Seringkali program pembentukan 

peraturan daerah hanya berisi daftar judul rancangan perda tanpa dilengkapi dengan 

penjelasan atau naskah akademik yang menjelaskan urgensi dan relevansi materi yang akan 

diatur. Kondisi ini membuat prioritas penyusunan perda menjadi kurang jelas serta 

berpotensi menghasilkan regulasi yang tidak efektif atau tidak tepat sasaran (Asnawi et al, 

2025). 

Selain itu, dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk pembuatan kajian dan 

penjelasan baru diberikan setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan. 

Akibatnya, kajian akademik sering disusun setelah rancangan peraturan daerah sudah 

dibuat, bahkan ada yang menyesuaikan kajian dengan rancangan yang sudah ada, bukan 

sebagai dasar awal penyusunan rancangan. Hal ini menyebabkan proses perencanaan yang 

ideal tidak tercapai dan melemahkan kualitas regulasi yang dihasilkan. 

Permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak tentang pengaturan 

yang lebih ketat dan prosedur yang lebih sistematis, terutama mengenai penyediaan kajian 

akademik sebagai dasar penyusunan program dan penganggaran yang disiapkan lebih 

awal. Dengan demikian, program pembentukan peraturan daerah dapat disusun secara 

lebih terarah, prioritasnya jelas, serta mampu menjawab kebutuhan dan kondisi khusus 

daerah secara efektif. 

Pembahasan ini penting agar pembentukan peraturan daerah tidak hanya menjadi 

rutinitas administratif, melainkan benar-benar merupakan instrumen strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu, perbaikan mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan 

daerah serta komitmen pelaksanaan kajian akademik yang memadai perlu menjadi 

perhatian bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait. 

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prolegda) memiliki peran krusial. 

Prolegda tak hanya berfungsi sebagai panduan utama bagi Pemerintah Daerah 

(Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam merumuskan produk 

hukum daerah guna melaksanakan pembangunan regional, tetapi juga berperan penting 

bagi masyarakat. Dokumen ini memungkinkan masyarakat untuk memahami arah dan visi 

pembangunan daerah mereka dalam periode waktu tertentu ,Di era kontemporer, 

kemampuan untuk mengetahui gambaran masa depan (predictable) merupakan suatu 

keharusan bagi masyarakat modern Oleh karena itu, Prolegda memegang signifikansi yang 

sangat tinggi, baik untuk pembentukan produk hukum di tingkat daerah secara spesifik 

maupun untuk kemajuan pembangunan daerah secara umum ada beberapa alasan 

prolegda dibutuhkan dalam pembentukan undang undang peraturan daerah yaitu : 
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1. Prolegda berfungsi untuk memberikan gambaran obyektif mengenai kondisi umum dan 

permasalahan yang ada di daerah terkait kebutuhan pembentukan peraturan daerah. 

Dengan adanya gambaran ini, proses perencanaan dapat dilakukan berdasarkan data 

dan fakta yang valid, sehingga peraturan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan 

yang ada dan menghindari pembuatan aturan yang kurang relevan atau tumpang tindih. 

2. keberadaan Prolegda memungkinkan penentuan skala prioritas dalam penyusunan 

rancangan peraturan daerah, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. 

Penentuan prioritas ini penting agar sumber daya yang terbatas, baik waktu, tenaga, 

maupun anggaran, dapat dialokasikan secara optimal kepada rancangan perda yang 

paling mendesak dan signifikan dampaknya bagi masyarakat. Skala prioritas ini juga 

memudahkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga 

tujuan pembangunan bisa dicapai secara efektif. 

3. rolegda berperan sebagai wadah penyelenggaraan sinergi dan koordinasi antara 

lembaga-lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan daerah. Proses 

legislasi yang melibatkan banyak pihak dapat menjadi rumit tanpa adanya sebuah 

rencana kerja yang jelas dan terpadu. Melalui Prolegda, berbagai pihak dapat 

menyelaraskan agenda dan fokus pembentukan peraturan sesuai dengan kewenangan 

dan kebutuhan masing-masing, sehingga menghindari duplikasi atau konflik antara 

aturan yang dibuat. 

4. Prolegda membantu mempercepat proses pembentukan peraturan daerah. Dengan 

program yang jelas dan prioritas yang sudah ditetapkan, penyusunan rancangan perda 

dapat dilakukan secara terorganisir dan fokus, sehingga mengurangi potensi hambatan 

teknis maupun politis yang biasa terjadi dalam proses legislasi yang tidak terencana. 

Kecepatan dan ketepatan ini sangat penting agar peraturan daerah dapat segera 

diberlakukan dan berdampak positif dalam pembangunan daerah. 

5. Prolegda menjadi instrumen kontrol dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan 

pembentukan peraturan daerah. Dengan adanya program yang telah disusun dan 

disepakati, proses legislasi dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan. Hal ini 

mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas produk hukum daerah yang 

dihasilkan sehingga tidak menyimpang dari tujuan awal dan peraturan yang lebih tinggi. 

DPRD Medan juga aktif mengajak masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk 

terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dengan cara mengadakan forum 

diskusi atau dialog terbuka. Dengan cara ini, aspirasi dan masukan dari warga bisa 

didengar langsung sehingga Perda yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat. Pendekatan tersebut memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan 

tidak hanya berdasarkan keputusan pemerintah saja, tapi juga mencerminkan harapan serta 

kepentingan warga secara nyata . 

Partisipasi ini sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang,Pasal 96 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau 

tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 354 ayat (3) 

huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga 
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menegaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup penyusunan peraturan daerah dan 

kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat (Dimara Lubis, 2023). 

Dengan adanya mekanisme partisipasi ini, DPRD Medan berusaha memastikan 

bahwa penyusunan Perda tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga bottom-up, 

dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap pembentukan Perda. 

Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan relevansi peraturan, tapi juga 

menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap peraturan yang dibuat,peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Secara sederhana, Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah aturan 

pelaksana yang memastikan bahwa masyarakat tidak lagi sekadar penonton dalam urusan 

pemerintahan daerah, melainkan pemain aktif. Peraturan ini menjabarkan bagaimana hak 

masyarakat untuk berpartisipasi (yang sudah dijamin oleh UU) harus benar-benar 

diwujudkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) (Akhiruddin, 2013). 

 

Bagaimana dampak pembentukan Perda terhadap pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat di Medan 

Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang dan zonasi di Kota Medan, seperti Perda 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi, sangat berpengaruh 

dalam mengatur pembangunan kota. Dengan adanya aturan ini, penataan wilayah kota 

menjadi lebih terarah dan jelas, sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan lebih baik 

dan terencana. Penyesuaian atau pencabutan Perda tersebut dilakukan agar tata ruang kota 

bisa lebih fleksibel dan mengikuti kebutuhan perkembangan zaman, sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Medan sesuai 

dengan tujuan pemerintah kota (Pramuji & Putri, 2020). 

Tujuan dari Perda Nomor 2 Tahun 2015 adalah untuk menyediakan aturan tata ruang 

yang lengkap dan menyeluruh bagi seluruh wilayah Kota Medan, yang berfungsi sebagai 

pusat kegiatan nasional. Perda ini menjadi dasar pelaksanaan penataan ruang yang 

terstruktur dan efektif. Dengan aturan ini, pengaturan tentang letak bangunan, zona 

penggunaan lahan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan baik 

sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat kota (Aulia Pratama et al., 2022). 

Pengaturan dan pembaruan regulasi mengenai tata ruang, terutama dalam bentuk 

Peraturan Daerah (Perda), mempunyai peranan besar dalam mengarahkan pembangunan 

di Kota Medan (Siburian & Sinaga, 2025). Dengan peraturan yang tepat dan responsif, 

pengelolaan ruang menjadi lebih sistematis sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan 

aman bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga berpotensi menarik investasi yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pada akhirnya, tata ruang yang terkelola dengan 

fondasi yang baik menjadi penting untuk pembangunan yang berkelanjutan sekaligus 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Medan (Gunawan, 2023). 

Lebih jauh lagi, Perda menghadirkan kepastian hukum dengan memberikan aturan 

yang jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Perda bukan sekedar dokumen formal, 

melainkan landasan hukum yang kuat sehingga semua pihak, mulai dari pedagang kecil 
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hingga pengusaha besar, mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan dapat 

diprediksi. Ketika Perda ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi, kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah daerah pun meningkat(Mardiansyah & Adisti, 2020). 

Masyarakat merasa aman dan dihormati sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam 

proses pembangunan kota. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan mempercepat kesejahteraan warga 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

meningkatkan daya saing daerah. Semua ini dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, dan karakteristik khas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian tugas 

antara pemerintah pusat dan daerah dengan prinsip utama sebagai berikut: 

1. Desentralisasi (Asas Otonomi), memberikan kewenangan penuh bagi daerah seperti 

Kota Medan untuk mengatur urusannya sendiri secara mandiri. 

2. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan tugas dari pusat kepada perwakilan pemerintah di 

daerah seperti gubernur atau instansi vertikal agar pusat dapat terlaksana tanpa 

intervensi langsung. 

3. Tugas Pembantuan, dimana pemerintah pusat atau provinsi dapat menugaskan 

pemerintah kota/kabupaten untuk melaksanakan program tertentu, namun kewenangan 

kebijakan utama tetap di tingkat pusat atau provinsi. 

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap peraturan termasuk Perda yang disusun antara 

DPRD dan pemerintah Kota Medan harus memenuhi tujuh prinsip berikut: 

1. Kejelasan Tujuan: Perda harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak dibuat tanpa alasan 

yang mendasar. 

2. Kelembagaan yang Jelas: Perda hanya sah jika dibuat oleh lembaga yang berwenang, 

yakni DPRD dan kepala daerah. 

3. Dapat Dilaksanakan: Perda harus realistis dan mampu diimplementasikan secara efektif. 

4. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Perda harus benar-benar bermanfaat dan 

memberikan dampak positif yang nyata. 

5. Keterbukaan: Proses pembentukan Perda harus transparan dan melibatkan partisipasi 

masyarakat. 

Di sisi lain, Perda juga berkontribusi pada peningkatan kualitas perumahan dan 

pengurangan organisasi kumuh. Setiap Pemda secara berkala mencatat dan memetakan 

lokasi-lokasi organisasi kumuh, yang dapat berubah statusnya menjadi kawasan layak huni 

berkat kebijakan dan perbaikan berkelanjutan . 

Permukiman kumuh merupakan masalah kompleks yang berkaitan dengan 

kegagalan perencanaan kota dan regulasi sosial. Seperti dijelaskan Jamaluddin (2015), 

penyebab utamanya bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga lemahnya regulasi dan 

rendahnya disiplin sosial. Permukiman kumuh muncul akibat pertumbuhan penduduk 

yang cepat tanpa diimbangi pengaturan tata ruang yang memadai. 

Lima penyebab utama berkembangnya organisasi kumuh adalah: 
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1. Urbanisasi dan migrasi penduduk berada pada ketinggian rendah yang mengakibatkan 

tekanan besar pada infrastruktur dan layanan kota. 

2. Sulitnya mendapatkan pekerjaan formal dengan pendapatan layak, sehingga migran 

mengandalkan sektor informal. 

3. Keterbatasan akses ke perumahan formal karena harga tanah dan biaya konstruksi yang 

tinggi. 

4. Lemahnya penegakan aturan dan ketegasan pemerintah dalam mengawasi 

pembangunan ilegal. 

5. Kurangnya keinginan perbaikan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengaturan 

organisasi. 

Permukiman kumuh mencerminkan kegagalan dalam mencapai keadilan spasial dan 

pengendalian pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, tata kelola kota harus mampu 

menyediakan kesempatan dan ruang hidup yang layak bagi seluruh warga, tidak hanya 

untuk kelompok tertentu. 

Sesuai Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, kewenangan menentukan lokasi organisasi kumuh berada di pemerintah 

daerah dengan pelaksanaan melalui Perda. 

Penanganan organisasi kumuh di Medan tidak hanya mengatasi kawasan yang sudah 

terdampak, namun juga mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Upaya pencegahan 

meliputi pengawasan perizinan, standar teknis, dan kelegalan fungsi bangunan secara 

rutin. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dan pelibatan pemangku kepentingan dalam 

bidang perumahan juga menjadi bagian penting dari strategi ini. 

Singkatnya, Perda yang mengatur penanganan kawasan kumuh adalah wujud 

komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas hidup warganya dengan 

menciptakan lingkungan tinggal yang sehat, aman, manusiawi, dan tertata dengan baik 

(Muta’ali & Nugroho, 2019). 

Simpulan 
Upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan 

dalam mengatasi kendala legislasi menunjukkan komitmen pada prinsip perencanaan yang 

matang dan partisipasi public,Menjamin arah dan prioritas pembentukan Perda jelas, 

sesuai dengan kebutuhan daerah, dan menghindari regulasi yang tumpang 

tindih,Menjamin sinergi dalam implementasi, sehingga Perda yang disahkan dapat segera 

dilaksanakan dan diterima kedua belah pihak, dan Memenuhi amanat UU Nomor 12 Tahun 

2011 dan PP Nomor 45 Tahun 2017. Menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat dan 

memastikan Perda tepat sasaran sesuai aspirasi warga. 

Dampak dari Pembentukan peraturan daerah, khususnya regulasi tata ruang seperti 

Perda Nomor 2 Tahun 2015 (RDTR dan Zonasi), adalah transformatif, menyentuh tiga pilar 

pembangunan utama Pembangunan Fisik yang Terarah (Kejelasan Tata Ruang)Perda 

melaksanaan penataan ruang yang terstruktur) yang mengatur secara rinci letak bangunan, 

zona penggunaan lahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang,Dampaknya Pembangunan 

menjadi lebih baik dan terencana,meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, dan 
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menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi warga dan,penanganan kawasan 

kumuh pada dasarnya adalah komitmen serius pemerintah daerah untuk membuat 

warganya hidup lebih baik. Tujuan besarnya cuma satu: menciptakan lingkungan tempat 

tinggal yang manusiawi, sehat, aman, dan tertata rapi. 
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